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PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea kedua dan keempat sebagai dasar bagi 
pembentukan Negara Indonesia mengamanatkan, “… mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur” serta kalimat, “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada …” (Harjono, 2009: 71). 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disusun adanya bentuk Negara Indonesia yang 
berkedaulatan kerakyatan. Kedaulatan rakyat sebagai sumber tertinggi bagi penataan sistem 
pemerintahan negara, yaitu bahwa kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan menurut 
ketentuan-ketentuan hukum. Asas bahwa rakyat adalah sumber kedaulatan, diterima secara 
universal bagi dasar pemerintahan yang demokrasi (Harjono, 2009: 28).  
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintah di dalam 
Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Bunyi pasal tersebut menjadi tolak ukur dalam pemerintah 
untuk menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang Demokrasi. Sebagai negara 
yang demokrasi, yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik. Partisipasi politik 
adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin 
negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah 
(public policy) (Miriam Budiarjo, 2005: 183). Titik berat demokrasi adalah partisipasi sebesar-
besarnya rakyat dalam berjalannya kekuasaan negara. Maka tepatlah jika memaknai demokrasi 
secara sederhana sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Kekuasaan atau kedaulatan 
sesungguhnya berasal dari rakyat, begitu juga dengan pelaksanaannya, rakyatlah yang akan 
menjalankan kedaulatan itu untuk mencapai kesejahteraan dan memenuhi harapan atas 
kesejahteraan rakyat sebesar mungkin (Veri Junaidi, 2009: 112). 
Munculnya otonomi daerah menyebabkan gagasan dalam mengembangkan demokrasi di 
tingkat daerah. Sehingga kini pemilu yang pada awalnya merupakan kegiatan ditingkat nasional, 
kini juga dapat diselenggarakan dengan skala kecil ditingkat daerah. hal tersebut akan membantu 
pembangunan di tingkat daerah. Hal ini diperkuat tulisan “Declared local democracy through 
direct elections, the implementation of political decentralization that gives independence to the 
area to do the cadre of political elites can eventually build up area” (Amancik, Sudarsono, 
Jazim Hamidi, IbnuTri Cahyo, 2013: 12). Pada intinya pelaksanaan demokrasi lokal dengan cara 
Pemilihan Langsung yaitu memberikan kemerdekaan kepada daerah untuk melakukan kader elit 
politik akan dapat berakibat pada pembangunan daerah. Pelaksanaan demokrasi dengan skala 
kecil tersebut untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena dengan adanya pemilihan 
di tingkat daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota diharapkan mampu untuk 
menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).  
Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
baru memberikan jaminan hukum dan politik bahwa Pilkada dilakukan secara langusng oleh 
rakyat. Peraturan yang berasal dari Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini dibuat dalam waktu singkat 
sehingga tidak sempat dikritisi oleh para pemangku kepentingan, ahli tata negara, ahli politik dan 
pemerintahan, ahli pemilu, dan ahli penyusunan undang-undang. Akibatnya, materi muatan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengandung banyak kelemahan dan kekurangan, baik 
dari sisi redaksional, sistematika maupun substansi. Sehingga terhadap undang-undang tersebut 
dilakukan perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Diharapkan dengan 
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 akan mampu untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berdasarkan 
pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).  
Berdasarkan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji 
konstitusionalitas Undang-Undang, melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat 
menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Ikhsan, 2004: 57). 
Sebagai wujud koreksi positif dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial dalam 
pengujian formal dan materiil undang-undang yang dihasilkan oleh Legislatif. Mahkamah 
Konstitusi melakukan Pengujian Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional 
Warga Negara. Pada umumnya, mekanisme pengujin hukum ini diterima sebagai cara Negara 
hukum modern dalam mengendalikan dan mengimbangi (check and balance) kecenderungan 
kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang. 
Pelaksanaan Judicial review ini hakim berhak melarang dan membatalkan tindakan-tindakan 
pemerintah dalam hal (Ni’matul Huda, 2011: 26-30): 
1. Dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), semau-maunya dan berganti 
ganti (capricious), penyalahgunaan wewenang diskresioner (abuse of discretion) 
dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. 
2. Bertentangan dengan hak-hak konstitutional, bertentangan dengan wewenang / 
kekuasaan, privilege atau imunitas. 
3. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau tidak 
didasarkan pada satu hak apapun. 
4. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan 
oleh hukum.  
5. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yang bersangkutan 
yang merupakan suatu “substansial evendence” dalam tindakan pemerintahan 
tersebut. 
Akan tetapi muncul sebuah kendala serius dalam pelaksanakan Pilkada serentak dengan 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap Pasal 7 huruf r pada Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 
Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 
“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Penjelasan dari pasal 7 huruf r tersebut 
berbunyi:  
yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan 
petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan 
dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke 
samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, 
adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali 
masa jabatan. 
 Mahkamah Konstitusi menganggap Pasal 7 huruf r berikut penjelasannya mengandung 
muatan diskriminasi karena nyata-nyata memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata 
didasarkan kelahiran dan status kekerabatan seseorang yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu”. Diakui Mahkamah, tidak setiap pembedaan serta-merta dianggap 
diskriminasi. Namun, kasus a quo, tampak nyata kalau pembedaan tersebut dibuat semata-mata 
mencegah kelompok orang tertentu (anggota keluarga kepala daerah petahana untuk 
menggunakan hak konstitusionalnya).  Pembatasan ini dianggap  tidak memenuhi syarat Pasal 
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
Seseorang karena kelahirannya atau memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah 
petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain (www.hukumonline.com). 
Peranan Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak konstitusional warga negara berwujud 
dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
33/PUU-XIII/2015 inilah yang dianggap Penulis perlu untuk dianalisis karena merupakan suatu 
terobosan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan Pilkada yang demokratis. 
Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam melalui penulisan hukum yang berjudul 
“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 
DIKAITKAN DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM TAHAPAN 
PENCALONAN OLEH KANDIDAT PETAHANA UNTUK MENCIPTAKAN 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS”. 
 
